PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOMCR 13 TAHUN 1959
TENTANG
FRONT NASI ONAL

Presi den Republik I ndonesi a,

Meni nbang :
bahwa perlu diadakan suatu gerakan rakyat, yang bersendikan
denokr asi t er pi npi n, unt uk menper sat ukan  segenap  kekuat an

progressif dan nmem npin gerak masyarakat untuk nencapai cita-cita
yang terkandung dal am Prokl amasi Kenerdekaan | ndonesia tanggal 17
Agust us 1945 dan Undang-undang Dasar 1945;

Mengi ngat

pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Mendengar

1. Dewan Pertinbangan Agung Senentara pada tanggal 22 Cktober
1959;

2. Musyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 16 Desenber 1959;
Menut uskan :

Menet apkan:
Peraturan Presiden tentang Front Nasional .

Pasal 1
Nama dan tenpat kedudukan O ganisasi massa yang di naksudkan dal am

Peraturan Presiden ini dinamakan "Front Nasional" dan bertenpat
kedudukan di enpat kedudukan Pengurus Besarnya.

Pasal 2
Tuj uan
Tuj uan Front Nasional i al ah:
1. nmenyel esai kan Revol usi Nasi onal | ndonesi a;
2. penbangunan senesta untuk nencapai nmasyarakat adil dan nmaknur;
3. mengenbal i kan Irian Barat kedalam w |ayah kekuasaan Negara
Republ i k I ndonesi a.
Pasal 3
Tugas

Untuk nencapai tujuan tersebut pada pasal 2 naka Front Nasional
ber t ugas;

1. Menghi npun dan nenpersat ukan kekuat an- kekuatan revol usi oner
dal am nasyarakat serta nmemnpin gerak masyarakat untuk
nmenyel esai kan Revol usi Nasi onal dal am bi dang- bi dang
penbangunan senest a, kesej aht er aan sosi al , keamanan
pert ahanan;

2. Menyel enggar akan kerja-sama yang seerat-eratnya dengan

Pereri ntah dan Lenbaga-| enbaga Negara | ai nnya.



Pasal 4
Keanggot aan

Yang dapat nenjadi anggota Front Nasional ialah setiap warga negara
Republ ik 1ndonesia yang berjiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 dan
menyet uj ui dasar dan tujuan Front Nasional, baik yang tergabung
dal am organi sasi -organi sasi gol ongan karya dan golongan politik,
maupun yang ti dak

Pasal 5
Pr ogr am

Program Front Nasional terdiri dari perperincian Manifesto Politik
Presiden tanggal 17 Agustus 1959, yang di bagi dal am program jangka
pendek dan jangka panj ang.

Pasal 6
Bent uk or gani sasi

Front Nasional nerupakan suatu badan persatuan yang bersifat
verti kal dan tersusun sesuai dengan tugas dan | apangan kegi at annya.

Pasal 7
Sendi organi sasi

Front Nasional bekerja atas dasar denokrasi terpinpin, yang
mengandung unsur - unsur

Musyawar ah dan muf akat ;

denokr asi ;

korektif dan konstruktif;

i kl'i mkerja-sama yang bai k;

pr ogr am ber sana;

t anggung- j anab;

di si plin dal am pel aksanaan;

menj am n hak- hak azasi manusi a.

ONoUIRWNE

Pasal 8
Pi mpi nan O gani sasi

(1) Pinpinan Front Nasional terdiri dari orang-orang yang nendapat
kepercayaan dari rakyat, dianbil dari gol ongan-gol ongan karya,
gol ongan-gol ongan politik dan perseorangan, yang sepenuhnya
menyet uj ui azas, tujuan dan program Front Nasional .

(2) Pinpinan Front Nasional berbent uk:

a. Pengurus Besar wuntuk seluruh wlayah Negara Republik
| ndonesi a;

b. Pengurus Daerah untuk tiap-tiap daerah tingkat I;

C. Pengurus Cabang untuk tiap-tiap daerah tingkat 11

d. Pengurus Ranting untuk kesatuan-kesatuan di bawah cabang

menur ut keper | uan.
(3) Pengurus Besar Front Nasional diketuai ol eh Presiden.



Pasal 9
Keuangan

Keuangan Front Nasional terdapat dari:

bant uan dari Peneri nt ah;

uang pangkal ;

uang i uran;

sunbangan, penberian dan usaha-usaha | ain yang sah, yang tidak
mel anggar dan nengi kat azas dan tujuan Front Nasional.

PhoNE

Pasal 10
Ket ent uan- ket entuan | ai n

Ket ent uan- ketentuan |ain nengenai Front Nasional ditetapkan ol eh
pi npi nannya bagi w | ayahnya nasi ng- masi ng dengan pengerti an bahwa
ket ent uan- ket ent uan t er maksud;

1. di t et apkan dengan nengi kat dasar nusyawar ah yang di pi npi n ol eh
hi kmah kebi j aksanaan;

2. tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan Negara dan
Per at ur an- per at ur an Daer ah;

3. Yang dibuat ol eh pengurus bawahan tidak bertentangan dengan

yang di buat ol eh pengurus atasannya.

Pasal 11
Penbent ukan

Presiden nmenunjuk suatu panitia persiapan untuk nenpersiapkan
penbent ukan Front Nasi onal

Pasal 12
Penut up

Peraturan Presiden ini berlaku nmulai tanggal di undangkannya.
Agar supaya setiap orang nengetahui nya, nenerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penenpatan dalam Lenbaran-Negara
Republ i k | ndonesi a.
D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desenber 1959
Presi den Republik I ndonesi a,
SCEKARNO

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desenber 1959,
Ment eri Muda Kehaki man,

SAHARDJO



PENJELASAN
at as
PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
No. 13 TAHUN 1959
t ent ang
FRONT NASI ONAL

| . PENJELASAN UMM

Cta-cita Proklamasi Kenerdekaan 17 Agustus 1945 dan cita-cita
yang terkandung dalam Undang-undang Dasar 1945 dapat tercapai
dengan lebih cepat dan baik, jika diperjuangkan bersama oleh
segenap al at perl engkapan Negara dan sel uruh rakyat.

Setelah Dekrit Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang
tertanggal 5 Juli 1959 tentang pernyataan berlakunya kenbali
Undang- undang Dasar 1945 di anmanatkan, mnaka pinpinan penerintahan
Negara dan Angkat an Bersenjata dil et akkan ditangan Presi den.

Unt uk nel engkapkan kesatuan komando, sesuai dengan: prinsip
denokrasi terpinpin, naka pinpinan rakyat perlu diserahkan secara
form| pula kepada Presiden.

Pi npi nan rakyat termaksud nenerlukan realisasi, yang dapat
di capai dengan nengadakan suatu organisasi nmassa, Yyang dipinpin
ol eh Presiden sendiri.

| I PENJELASAN PASAL DEM PASAL

Pasal 1
O gani sasi massa Yang di bentuk berdasarkan Peraturan Presiden
i ni dinamakan Front Nasional, karena berbeda dengan partai
politik atau organi sasi gol ongan karya dan lain-lain. Seperti
hal nya dengan organisasi |ain nmaka Front Nasional bertenpat
kedudukan ditenpat kedudukan Pengurus Besar nya,

Pasal 2
Fr ont Nasi onal adal ah suatu or gani sasi massa yang
menperjuangkan cita-cita Proklamasi Kenerdekaan 17 Agustus
1945 dan cita-cita yang terkandung dal am Undang-undang Dasar
1945.
Mengi ngat akan hal itu maka tujuan Front Nasional tidak dapat
| ain dari pada yang tercantum dal am pasal 2 ini

Pasal 3

Untuk nencapai tujuan tersebut pada pasal 2 naka Front

Nasi onal harus berusaha :

1. mengunpul kan semua t enaga yang progressif dan
revol usioner dari segala |apisan rakyat dan nenyusun
nmer eka dal am suatu barisan yang teratur guna nengerahkan
sel uruh masyarakat untuk nenyel esai kan Revol usi Nasi ona
kita di semua bi dang;

2. bekerj a- sama seerat-eratnya dengan semua instansi resm,
baik sipil dan mliter, maupun dipusat dan didaerabh,
sehingga terwuj udl ah perjuangan bersanma Penerintah dan
rakyat .



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

4
Syarat-syarat wuntuk nenjadi anggota Front Nasional ialah,

bahwa orang itu harus :

a. berjiwa Proklamasi 17 Agustus 1945;

b. menyet uj ui dasar dan tujuan Front Nasional.

Dalam hal ini tidak nenjadi soal apakah ia tergabung dal am
sal ah satu organi sasi golongan karya atau gol ongan politik,

at aupun ti dak.

5

Perperincian Manifesto Politik Presiden tertanggal 17 Agustus
1959 tel ah di susun ol eh Dewan Perti nbangan Agung senentara dan
di t et apkan dal am si dangnya pada tanggal 25 Septenber 1959.
Perperinci an termaksud kernudi an disetujui ol eh Presiden pada
Hari Pahl anan 1959.

6

Front Nasional nengadakan organi sasi - or gani sasi di pusat naupun
di daer ah- daer ah, sanpai kesat uan- kesatuan yang sekecil -
keci | nya, nenurut keperl uan.

D sanmping itu Front Nasional nengadakan bagi an-bagi an untuk
menghadapi pekerj aan-pekerjaan yang tertentu.

7

Dal am pekerjaan sehari-hari Front Nasional harus berpegang

pada prinsip denokrasi terpinpin, dengan pengertian sebagai

beri kut

1. harus di usahakan bahwa mnusyawarah-nusyawarah dipinpin
ol eh hikmat kebijaksanaan yang nenuju kepernufakat an,
dan dijauhkan segala perdebatan dengan nengadakan
si asat-siasatan yang diakhiri dengan adu kekuatan dan
pungut an suar a;

2. harus diikhtiarkan bahwa segala persoalan dipecahkan
secara denokratis atau  kerakyat an, yaitu dengan
ber nusyawar ah dengan rakyat atau perwakilannya, dengan
menger ahkan tenaga rakyat dan dengan nengut anakan
kepent i ngan rakyat;

3. harus berbuat dalam segala penbicaraan atau tindakan
dengan nmaksud nenyenpurnakan dan nenbangun unt uk
kepent i ngan ber sans;

4. harus diciptakan suasana kekel uargaan, yang tidak
nmengenal pertentangan antara gol ongan-gol ongan, dan
senanti asa nengej ar kesel anmat an ber sang;

5. harus disediakan daftar tujuan-tujuan yang hendak
di capai bersama dal am jangka waktu yang- tertentu, dan
rencana- pel aksanaannya yang hendak dikerjakan secara
kol ekti f;

6. harus dididik dan dipertebal rasa tanggung-jawab
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara dan Masyarakat,
bai k yang di pi kul sendiri maupun secara bersans;

7. harus dididik dan dipertebal pada disiplin, baik dalam
nmel aksanakan sesuatu secara individuil atau kolektif,
maupun dal am nengerj akan sesuatu atas perintah atau atas
inisiatif sendiri;



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

8. harus dii ndahkan hak-hak azasi manusia, yang diakui ol eh
Undang- undang Dasar dan perundang- undangan nasi onal .

8

Ayat (1)
Pem npin Front Nasional adalah pemnpin rakyat. Untuk
nmenj adi pem npin rakyat, orang, pertama-tama harus
mendapat kepercayaan rakyat yang di pinpin. Dalam hal itu
tidak nmenjadi soal dari gol ongan nmanakah ia berasal.
Yang penting pula ialah bahwa ia nenyetujui azas, tujuan
dan program Front Nasional. Sel anjutnya dal am penunj ukan
pem npi n-pem npin rakyat itu wuntuk nmenghadapi tugas-
t ugas yang tertentu har us senantiasa di usahakan
penenpatan "the right man behind the gun"™ atau "the
right man in the right place".

Ayat (2)
D fferensiasi dalam pinpinan Front Nasional ini tidak
hanya perlu wuntuk nengatur hierarchi dan sebagainya
dal am organi sasi, tetapi juga untuk rmenelihara hubungan
bai k dan kerjasama yang erat dengan Penerintah. Pengurus
Besar Dberhubungan sehari-hari |angsung dengan instansi -
i nstansi Penerintah Pusat.
Pengurus Daerah dengan Kepal a Daerah tingkat |, Pengurus
Cabang dengan Kepala Daerah tingkat |1 dan Pengurus
Ranting dengan Kepala (2) kesatuan wlayah didalam
Daerah tingkat |1

Ayat (3)
Pengurus Besar Front Nasional diketuai oleh Presiden
sebagai Pem npi n Rakyat | ndonesi a.

9

Yang dinmaksud dengan "bantuan dari Penerintah” bukan hanya
sokongan/ sunbangan berupa uang, tetapi juga penberian tugas
ol en Penerintah kepada Front Nasional untuk nengerjakan suatu
usaha dengan nenyerahkan keuangan yang disedi akan untuk itu
dal am Anggar an Bel anda Negar a.

Adapun wujud-wijud lain dari keuangan Front Nasional sudah
cukup j el as.

10

Pi npi nan Front Nasional dapat nengadakan ket entuan-ketentuan
| ai n yang diperlukan ol eh organi sasi nya dengan nenper hati kan
syarat-syarat yang tersebut pada pasal 10.

11

Untuk nenpersi apkan penbentukan Front Nasional Pr esi den
menbentuk suatu Panitia Persiapan, yang terdiri atas tokoh-
t okoh gol ongan politik, golongan karya dan perseorangan.

Dal am usahanya Panitia Per si apan dengan mendengar
perti nbangan-perti nbangan dari badan-badan yang telah dan
menpunyai pengal aman dal am penggal angan dan usaha-usaha front -
front nasional, seperti msalnya Front Nasional Penbebasan



Irian Barat dan sebagai nya.

Pasal 12
Cukup j el as.

Ter masuk Lenbaran-Negara No. 151 tahun. 1959.
D ket ahui :
Ment eri Muda Kehaki man,
SAHARDJI O,
CATATAN

Kuti pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959
YANG TELAH DI CETAK ULANG
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